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WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMCR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA SURABAYA,

. babwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, telah
ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2007 tfentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2007;

. bahwa dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan untuk melakukan
pergeseran antar Rincian Objek Belanja dan antar Objek Belanja
sebagaimana diatur dalam Peraluran Walikota Nomor 2 Tahun
2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2007;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan

Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 lentang Pedaman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang intinya dinyatakan bahwa
pergeseran antar Rincian Cbjek Belanja dan antar Objek Belanja
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kenala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢, peru menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2
Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 fentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa
Tengah/lawa Barat dan Oaerah |[stimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730).

2. Undang-Undang Nomor 12...... .



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajgk Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telat diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1884 {Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tertang Pajak Daerah dan
Refribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)) sebagaimana telah
diubah dangan Undang-Undang Nemor 34 Tahun 2000 {Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan {Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44 Tambahan Lembaran Nomor 35688) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggarzan
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepolisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4288);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor S Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355}

Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Tahun 2004
Nomeor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Penpgelolaan dan Tanggungsawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nemor 66 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Tatwn 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 {Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33............
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tshun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah {Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraluran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tenlang Relribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 118 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 80 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4659):

Peraluran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraluran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574).

Pernluran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraluran Pemerinlah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisiem
Informasi Xeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576)

Peralwran Pemernintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
{Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577);

23. Paraturan Pamarintah Nomor 58...........
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Menstapkan :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Slandar Pelayanan Minimal
{Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambuhan Lembaran
Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomo:165 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuvangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4514);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah
Tahun Anggaran 2007,

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan dan Peranggungjawaban Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 entang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angpota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali terakhir dengan Peratwan Daerah Kola Surabaya
Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2004 Nomor 3/A);

Peraluran Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
{Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Noemor 1)

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Surabaya Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007,



Pasal |

Dengan Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Surabhaya Normaor
2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2007 (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 2}, khususnya Lampiran
! pada halaman-halaman tertentu, diubah sebagaimana dinyatakan
dalam Lampiran Peraturan YWalikota ini.

Pasal |l

{1) Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini
dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat dasrah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

(2} Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dasgrah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Maret 2007
WALIKOTA SURABAYA,
ttdd
BAMBANG DWI HARTONO
Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HAD!
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 21
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
FRifaag Administrasi Pemerintahan

" Pembina
NIP. 510 100 822



